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Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip non-intervensi di ASEAN 
dalam kasus Myanmar telah dilaksanakan sesuai dengan Piagam 
ASEAN. Namun demikian pelaksanaan prinsip non-intervensi di 
ASEAN dianggap kaku, sehingga hanya diterapkan apa yang dikenal 
dengan prinsip constructive engagement. Dalam prinsip ini, negara-
negara ASEAN bersikap proaktif untuk membantu suatu negara 
anggota yang punya problem politik yang berat, tetapi dengan catatan 
tidak melanggar prinsip kedaulatan suatu negara. 
2. Penafsiran dan pelaksanaan dari prinsip non-intervensi di ASEAN telah 
sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional, karena 
instrumen hukum internasional menyebutkan secara eksplisit bahwa 
prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam 
hukum internasional. Apabila negara ASEAN mencampuri urusan 
politik di Myanmar, maka dapat dianggap telah melanggar kedaulatan 
suatu negara, karena masalah / urusan politik merupakan urusan dalam 










Cara yang ditempuh ASEAN ataupun organisasi internasinal lainnya 
dengan prinsip non-intervensi sebaiknya diubah dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan apabila permasalahan tersebut menyangkut pelanggaran HAM, 
sehingga dimungkinkan dilakukan intervensi kemanusiaan. Namun penerapan 
intervensi kemanusiaan tidak boleh mengorbankan pihak lain / negara yang 
diintervensi, terutama rakyat sipil. Intervensi yang dilakukan harus dengan 
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